
DAFTAR PUSTAKA 

 

A. Buku-Buku  

 

Anggara, Sahya. 2018. Kebijakan Publik. Bandung : Pustaka Setia. 

 

Arikuntoro,Suharsimi. 2002.Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan 

Praktek. Jakarta : RianekaCipta. 

 

Eka Sihombing, Irene. 2005. Segi-segi Hukum Tanah Nasional dalam 

Pengadaan Tanah untuk Pembangunan. Jakarta : Universitas Trisakti. 

Harsono, Boedi. 2003. Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan 

Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Jilid I 

Hukum Tanah Nasional. Jakarta : Djambatan. 

Ibrahim, Johnny. 2011.  Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif. 

Malang : Bayumedia Publishing. 

Irianto, Sulistyowati. 2011. Metode Penelitian Hukum : Konstelasi dan 

Refleksi. Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia. 

Kismartini, dkk. 2005. Analisis Kebijakan Publik. Jakarta : Universitas 

Terbuka. 

Marzuki, Peter Mahmud. 2007. Penelitian Hukum. Jakarta : Kencana 

Prenada Media Group. 

Muhammad, Abdulkadir. 2004. Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung : 

Citra Aditya Bakti. 

Nugroho. 2003. Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Kebijakan. 

Jakarta : Gramedia. 

Parlindungan, A.P. 1999. Pendaftaran Tanah di Indonesia. Bandung : 

Mandar Maju. 

Perangin, Effendi. 1986. Pertanyaan dan Jawaban Tentang Hukum 

Agraria. Jakarta : Rajawali. 

Santoso, Urip. 2007. Hukum Agraria dan Hak-hak atas Tanah. Jakarta : 

KencanaPrenadaMediaGroup. 



 

_______, Urip. 2010. Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah. Jakarta : 

Kencana Prenada Media Group. 

Soekanto, Soerjono. 1986.Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta : UI-Press. 

 

Soemitro, Ronny Hanitijo. 1983. Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri. 

Jakarta : Ghalia Indonesia. 

Suharjono. 2009.Camat Selaku Kepala Wilayah dan PPAT 

Sementara.Jakarta : Ghalia Indonesia. 

Zamroni. 1992. Pengembangan Pengantar Teori Sosial. Yogyakarta : Tiara 

Yoga. 

 

B. Jurnal, Makalah, Majalah 

 

K. Dodik, Isprasetianto. 2003. Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam 

Pemindahan Hak Atas Tanah Dengan Akta PPAT. Universitas 

Diponegoro. http://eprints.undip.ac.id/11276/. 

Harsono, Boedi. PPAT Sejarah Tugas dan Kewenangannya. Majalah 

RENVOI No. 8.44.IV, 3 Januari 2007, hlm. 11. 

_____________. Tugas dan Kedudukan PPAT. Majalah Hukum dan 

Pengembangan. No.6. Universitas Indonesia. Desember 1995. 

Holilah. 2016. Penerapan Pasal 5 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 

37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan PPAT, Kepala Desa 

Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPAT Sementara) 

di Kabupaten Banyuasin. Repertorium Jurnal Ilmiah Hukum 

Kenotariatan. Vol. 5 No. 3. 

Winarsi, Sri. 2002. Pengaturan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah 

Sebagai Pejabat Umum. Yuridika. Vol. 17 No. 2. Fakultas Hukum 

Universitas Airlangga, Surabaya, hlm. 186. 

 

 

 

http://eprints.undip.ac.id/11276/


C. Peraturan Perundang-Undangan 

 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-

Pokok Agraria. 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. 

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan 

Pejabat Pembuat Akta Tanah. 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan 

Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. 

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional 

Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. 

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional 

Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Pelimpahan Wewenang Pengangkatan 

dan Pemberhentian Camat Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah. 

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia  Nomor 

1 Tahun 2006 Tentang Ketentuan Pelaksana Peraturan Pemerintah 

Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat 

Akta Tanah. 

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 

23 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 

Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 

Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. 

 

D. Website 

 

Kamus Besar Bahasa Indonesia, [Online], diakses dari 

https://kbbi.kemdikbud.go.id/, pada tanggal 20 februari 2019, pukul 

13.32. 

https://pengwilippatjateng.org, diakses pada tanggal 2 November 2018, 

Pukul. 20.32 WIB. 

https://kbbi.kemdikbud.go.id/
https://pengwilippatjateng.org/


LAMPIRAN 


